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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan yang terdapat dalam Bab II di atas, 

maka dapat ditarik kesimpulan, Aborsi bagi korban perkosaan dapat 

dilaksanakan dalam hukum positif Indonesia saat ini, dan hanya dijalankan 

menggunakan ketentuan Undang-Undang Kesehatan Nomor 39 Tahun 2009 

tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang 

Kesehatan Reproduksi. Peraturan tersebut menentukan bagaimana 

membuktikan bahwa seorang tersebut merupakan korban dari perkosaan dengan 

adanya surat keterangan dokter mengenai usia kehamilan, dan surat keterangan 

penyidik yang menjelaskan mengenai adanya dugaan perkosaan, jangka waktu 

usia kehamilan korban perkosaan yang tidak boleh lebih dari 40 (empat puluh) 

hari atau 6 (enam) minggu, serta dilaksanakan di pelayanan kesehatan yang 

sesuai standar. Kenyataannya dalam pelaksanaan setelah mendapatkan 

keterangan tersebut korban perkosaan tidak bisa melakukan aborsi secara 

langsung setelah mendapatkan surat keterangan dari dokter mengenai usia 

kehamilan dan surat keterangan penyidik mengenai dugaan perkosaan, karena 

dokter tidak bisa melakukan aborsi sesuai kode etik jika tidak adanya indikasi 

kedaruratan medis, atua menunggu hakim melegalkan aborsi. Dalam hal 

kewenangan melakukan aborsi bagi korban perkosaan dilakukan oleh dokter, 

serta dilaksanakan di rumah sakit agar terhindar dari adanya infeksi akibat 

aborsi yang dilakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi seorang wanita. 
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B. Saran 

1. Pemerintah mengkaji ulang mengenai pengaturan aborsi untuk menjamin agar 

perempuan korban perkosaan dapat memperoleh kepastian aborsi tanpa adanya 

ketidaksinkronan antara aturan hukum dan Kesehatan dalam melakukan aborsi. 

2. Kementerian Kesehatan untuk mempercepat pelatihan tenaga medis dan 

menunjuk fasilitas Kesehatan penyedia layanan aborsi aman dalam rangka 

memenuhi hak perempuan korban perkosaan. Tersedianya fasilitas Kesehatan 

penyedia layanan aborsi aman dan legal, perempuan yang akan melakukan 

aborsipun tidak perlu jauh mencari rumah sakit. 
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